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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
A. Latar Belakang Masalah 
 
Era Globalisasi menuntut semua negara di berbagai belahan dunia 
melakukan aktivitas perdagangan antar negara. Setiap negara mempunyai sumber 
daya alam yang berbeda-beda satu sama lain yang tidak terdapat di negara lain, 
maka negara tersebut akan melakukan perdagangan atau pertukaran komoditi 
dengan negara lain sehingga terjadilah kegiatan ekspor dan impor tiap negara. 
Karena pentingnya hal itu maka tiap negara melakukan kebijakan ekspor-impor. 
Dalam kegiatan ekspor dan impor tidak lepas dari tugas dan fungsi 
Direktorat Jendral Bea dan Cukai yang berkaitan erat dengan pengelolaan 
keuangan negara, antara lain memungut bea masuk (BM) berikut pajak dalam 
rangka impor (PDRI) meliputi (PPN Impor, PPh Pasal 22, PPnBM) dan cukai. 
Sebagaimana diketahui bahwa pemasukan terbesar (sering disebut sisi 
penerimaan) ke dalam kas negara adalah dari sektor pajak dan termasuk di 
dalamnya adalah bea masuk dan cukai yang dikelola oleh Direktorat Jendral Bea 
dan Cukai (DJBC) 
DJBC merupakan suatu instansi yang memiliki peran yang cukup penting 
dari negara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk :1) Melindungi 
masyarakat dari masuknya barang barang berbahaya,2) Melindungi industri 
tertentu didalam negeri dari persaingan yang tidak sehat dari industri sejenis dari 
luar negeri,3) Membrantas penyelundupan,4) Melaksanakan tugas titipan dari 
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instansi-instansi lain yang berkepentingan dengan lalu lintas barang yang 
Melampaui batas-batas negara, 5). Memungut bea masuk dan pajak dalam rangka 
impor secara maksimal untuk kepentingan penerimaan keuangan negara. 
Dalam rangka mendorong perkembangan industri di dalam negeri maka 
pemerintah melalui DJBC memberikan insentif fiskal dimana BM dan PDRI di 
tangguhkan melalui fasilitas kawasan berikat. Namun tidak semua kawasan 
berikat bisa menyelesaikan semua pekerjaan produksi sehingga membutuhkan 
bantuan dan industri lain melalui pekerjaan subkontrak. Pekerjaan subkontrak 
melibatkan barang – barang yang masih terhutang BM dan PDRI, maka dalam 
kegiatan subkontrak perusahaan wajib menjaminkan sebesar BM dan  PDRI  
untuk mengurangi resiko kerugian negara. 
Oleh karena itu pemerintah berusaha untuk menciptakan iklim investasi 
yang kondusif dengan menarik minat investor untuk berinvestasi di Indonesia. 
Salah satu caranya dengan pemberian kemudahan di bidang kepabeanan  dan 
cukai oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
(DJBC) adalah instansi di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia 
yang bekerja berdasarkan dua undang undang, yaitu Undang-Undang Kepabeanan 
dan Undang-Undang Cukai. Dalam rangka usaha menciptakan iklim investasi 
yang kondusif maka DJBC memberikan fasilitas di bidang  kepabeanan  dan 
cukai. Khususnya di bidang kepabeanan, DJBC memberikan insentif di bidang 
kepabeanan yang diatur dalam Undang-Undang Kepabeanan. Undang-Undang 
Kepabenanan ini mengatur tentang pemberian insentif atau kemudahan di bidang 
pabean salah satunya berupa fasilitas Tempat Penimbunan Berikat. Menurut 
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Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER -17/BC/2012 Pasal 1 
menyebutkan bahwa : “Tempat Penimbunan Berikat adalah bangunan, tempat, 
atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk 
menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan Bea 
Masuk. Tempat Penimbunan Berikat memiliki beberapa bentuk, antara lain: 
Gudang Berikat; Kawasan Berikat; Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat, 
Toko Bebas Bea, Tempat Lelang Berikat atau Kawasan Daur Ulang Berikat.  
Salah satu jenis Tempat Penimbunan Berikat yang telah disebutkan di atas adalah 
Kawasan Berikat”. 
Kantor Bea dan Cukai Tegal yang semula berbentuk Kantor Inspeksi Bea 
dan Cukai kemudian Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama, juga turut 
berkembang semakin sempurna dengan ditetapkannya menjadi Kantor 
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) dengan tipologi Tipe Madya 
Pabean C yang secara oprasional telah dilaksanakan sejak bulan Oktober 2017 
sebagai cikal bakal pembentukan kantor modern khususnya pada instansi vertikal 
Direktorat Jendral Bea dan Cukai. 
Percepatan pertumbuhan insvestasi di wilayah kerja KPPBC TMP C Tegal 
telah merubah pandangan selama ini dari kantor yang fokus melakukan pelayanan 
di bidang bea dan cukai, menjadi layanan di bidang kepabeanan bea dan cukai. 
Hal ini menuntut KPPBC TMP C Tegal untuk mengoptimalkan sumber daya yang 
ada agar mampu secara simultan melaksanakan pengawasan untuk mencegah 
terjadinya pelanggaran ketentuan perundang-undangan Kepabeanan Bea dan 
Cukai. 
4 
 
 
 
KPPBC TMP C Tegal juga berusaha melakukan pembenahan sistem yang 
lebih efektif, efisien, akuntable, dalam pelayanan di bidang kepabeanan. 
Kebijakan tersebut diberikan kepada pelaku-pelaku bisnis terutama pelaku bisnis 
dalam kawasan berikat yang tertib pelaksanaan dan administrasi dalam transaksi 
ekspor-impor. 
 
 
Tabel 1.1 
 
Standar Pelayanan dibidang Kepabeanan 
 
 
No 
 
Jenis Layanan 
 
Standar Waktu 
Pelayanan 
 
Biaya 
Pelayanan 
 
1 
Pelayanan pemberitahuan impor barang dari 
tempat penimbunan berikat (BC 2.5) 
3 hari sejak tanggal 
SPJM BC 2.5 
Tdak 
dipungut 
biaya 
 
2 
Pelayanan pemberitahuan pengeluaran 
barang dari  tempat penimbunan berikat 
dengan jaminan (BC 2.6.1) 
1 jam setelah 
seluruh pelaksana 
kegiatan di setujui 
Tidak 
dipungut 
biaya 
 
3 
Pelayanan pemberitahuan  pemasukan 
kembali barang ke tempat penimbunan 
berikat dengan jaminan (BC 2.6.2) 
3 hari setelah 
tangal SPJM 
Tidak 
dipungut 
biaya 
 
 
4 
Pelayanan permohonan izin pengeluaran 
sementara ke tempat lain dalam daerah 
pabean 
 
 
5 hari jam kerja 
 
Tidak 
dipungut 
biaya 
 
5 
Pelayanan permohonan izin menerima 
pekerjaan dari tempat lain dalam daerah 
pabean 
 
5 hari jam kerja 
Tidak 
dipungut 
biaya 
 
Sumber : Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C 
Tegal 
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Bagi pelaku bisnis yang bergerak dibidang kepabeanan yang tidak 
mempunyai pengetahuan yang cukup dibidang kepabeanan, pihak KPPBC TMP  
C Tegal akan memberikan pemahaman dibidang kepabeanan. 
 
 
Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk menyusun Tugas Akhir 
tentang “Tinjauan atas Penyelesaian Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka 
Impor pada Pekerjaan Subkontrak dari Kawasan Berikat ke TLDDP pada 
Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C 
Tegal” 
 
 
B. Ruang Lingkup Pembahasan 
 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, untuk mempermudah  
penulisan Tugas Akhir agar lebih terarah dan berjalan dengan baik, maka perlu 
dibuat suatu batasan masalah. Adapun ruang lingkup penulisan yang akan  
dibahas dalam penulisan Tugas Akhir ini, yaitu : 
1. Pengertian kepabeanan dan dasar hukumnya 
 
2. Prosedur permohonan subkontrak ke TLDDP. 
 
3. Prosedur penerimaan jaminan dalam rangka subkontrak. 
 
4. Penyelesaian Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor pada pekerjaan 
subkontrak dari kawasan berikat ke TLDDP. 
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C. Tujuan Penulis dan Manfaat Penulisan 
 
1. Tujuan Penulisan 
 
Suatu kegiatan dilakukan karena adanya suatu tujuan yang ingin dicapai. 
Dengan memiliki tujuan yang jelas maka kegiatan dapat terarah dengan baik. 
Berdasarkan judul Tugas Akhir ini, maka tujuan dari penulisan ini, yaitu: 
1. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang tinjauan penyelesian 
Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor pada pekerjaan subkontrak 
dari kawasan berikat ke TLDDP pada KPPBC TMP C Tegal. 
2. Untuk mengetahui pengertian umum daerah pabean dan kawasan pabean. 
 
3. Untuk mengetahui pengertian Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka 
Impor. 
4. Untuk mengetahui pengertian fasilitas kawasan berikat. 
 
5. Untuk mengetahui prosedur permohonan subkontrak ke TLDDP. 
 
6. Untuk mengetahui prosedur penerimaan jaminan dalam rangka 
subkontrak. 
7. Untuk mengetahui tinjauan atas penyelesaian Bea Masuk dan Pajak 
Dalam Rangka Impor pada pekerjaan subkontrak pada KPPBC TMP C 
Tegal. 
2. Manfaat Penulisan 
 
Manfaat dari penulisan Tugas Akhir ini adalah : 
 
a. Bagi Penulis. 
 
Untuk membandingkan ilmu yang diterima dibangku kuliah dengan 
praktek yang dilaksanakan dilapangan. 
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b. Bagi KPPBC TMP C Tegal. 
 
Sebagai sarana untuk mengenalkan KPPBC TMP C Tegal di 
lingkungan akademik Universitas Pancasakti Tegal. 
c. Bagi Universitas Pancasakti Tegal 
 
Sebagai bahan referensi bagi penelitian sejenis Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Universitas Pancasakti Tegal. 
 
 
D. Metode Pengumpulan Data 
 
Untuk mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan penulis 
menggunakan metode: 
a. Wawancara 
 
Dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan pegawai di 
KPPBC TMP C Tegal yang mengetahui informasi yang diperlukan. 
b. Metode Observasi 
 
Dengan mengamati secara langsung sistem kerja tersebut di KPPBC 
TMP C Tegal. 
c. Studi Pustaka 
 
Metode Studi pustaka ini dilakukan dengan cara mencatat informasi 
yang terdapat dalam buku-buku dan informasi dari internet di website 
resmi DJBC, keputusan menteri keuangan,undang-undang, dan lain lain 
yang ada hubungannya dengan materi pada laporan tugas akhir. 
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BAB II 
 
GAMBARAN UMUM KANTOR PENGAWASAN DAN PELAAYAN 
BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C TEGAL 
 
 
A. Sejarah Singkat Berdirinya kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan 
Cukai Tipe Madya Pabean C Tegal. 
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya 
Pabean C Tegal didirikan pada tanggal 1 Februari 1969 oleh Direktorat 
Jendral Bea dan Cukai ditandai dengan peletakan batu pertama. Kantor 
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tegal 
saat itu masih bernama Kantor Inspeksi Bea dan Cukai Tegal. Wilayah 
operasi Kantor Inspeksi Bea dan Cukai Tegal meliputi Kabupaten Tegal, 
Kabupaten Brebes, Kabupaten Pemalang, yang saat itu tegal belum 
menjadi kotamadya. 
Berdasarkan keputusan mentri keuangan RI Nomor 
32/KMK.01/1998 tanggal 4 Februari 1998 Kantor Inspeksi Bea dan Cukai 
Tegal berganti nama menjadi Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe C 
Tegal. Kemudian akibat dari banyaknya kecurangan dan pemalsuan 
tentang cukai, pada tanggal 27 juni 2007 Kantor Pelayanan Bea dan Cukai 
Tipe C tegal berganti nama lagi menjadi Kantor Pengawasan dan 
Pelayanan Bea dan Cukai Tipe B tegal berdasarkan peraturan Menteri 
Nomor 68/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instasi 
Vertikal Direktorat Bea dan Cukai. 
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Seiring berjalannya waktu pada tanggal 6 November 2012 Kantor 
pengawasan dan Pelayan Bea dan Cukai Tipe B Tegal berganti nama 
menjadi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama 
Tegal. Dan kemudian pada tanggal 6 Desember 2016 Kantor pengawasan 
dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Tegal berganti nama lagi 
menjadi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya 
Pabean C Tegal berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 188/PMK.01/2016 
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Bea dan 
Cukai. 
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya 
Pabea C Tegal beralamat di Jl. Sumbawa No.2 Tegal dipimpin oleh 
seorang kepala kantor dan membawahi beberapa staf yang terdiri dari : 
1. Subbagian Umum 
 
2. Seksi Penindakan dan Penyidikam 
 
3. Seksi perbendahara 
 
4. Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis 
 
5. Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan 
 
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya 
Pabean C Tegal tidak hanya melakukan pemeriksaan, pengawasan dan 
pelayanan saja, tetapi juga melaksanakan dukungan teknis, pengendalian 
dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang kepabeanan dan cukai 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan lebih 
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mengutamakan pengawasan dan pelayanan adminitrasi kepada masyarakat 
luas, terutama bagi para wajib bea dan cukai. 
Adapun ruang lingkup wilayah kerjanya adalah: 
 
7 Kabupaten dan Kota yang terdiri dari 91 Kecamatan: 
 
1. Kabupaten Brebes 
 
2. Kota tegal 
 
3. Kabupaten Tegal 
 
4. Kabupaten Pemalang 
 
5. Kota Pekalongan 
 
6. Kabupaten Pekalongan 
 
7. Kabupaten Batang 
 
Luas Wilayah : 5.486,95 km2 (17% dari luas wilayah Propinsi Jawa Tengah). 
Adapun para pengguna jasa yg terdaftar di Kantor Pengawasan dan Pelayanan 
Bea dan Cukai TMP C Tegal yaitu : 
 
 
Pengguna Jasa / Stake Holder Bea Cukai Tegal (Kawasan Berikat) 
 
 
NO 
 
NAMA PERUSAHAAN 
 
JENIS KEGIATAN 
 
LOKASI 
 
1 
 
PT. Bintang Indokarya Gemilang 
 
PKB merangkap 
PDKB 
 
Kabupaten Brebes 
 
2 
 
PT. Daiwabo Garment Indonesia 
 
PKB merangkap 
PDKB 
 
Kabupaten 
Pemalang 
 
3 
 
PT. Kenlee Indonesia 
 
PKB merangkap 
PDKB 
 
Kabupaten Tegal 
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4 
 
PT. SAS Kreasindo Utama 
 
PKB merangkap PDKB 
 
Kabupaten Tegal 
 
5 
 
PT. Yeon Heung Mega Sari 
 
PKB merangkap PDKB 
 
Kabupaten Brebes 
 
6 
 
PT . Bahana Bhumipala Persada 
 
PKB merangkap PDKB 
 
Kabupaten Batang 
 
7 
PT. Mulia Jaya Sejahtera 
abadi Textile 
 
PKB merangkap PDKB 
 
Kota Pekalongan 
 
8 
 
PT. Sengon Indah Mas 
 
PKB merangkap PDKB 
 
Kabupaten Batang 
 
9 
 
PT. Delta Dunia Tekstil 
 
PKB merangkap PDKB 
 
Kabupaten 
Pemalang 
10 PT. SAI Garment PKB merangkap PDKB Kabupaten Tegal 
 
11 
 
PT. Selim 
 
PKB merangkap PDKB 
 
Kabupaten Brebes 
 
12 
 
PT. Daehan 
 
PKB merangkap PDKB 
 
Kabupaten Brebes 
 
13 
 
PT Philips Seafood 
 
PKB merangkap PDKB 
 
Kabupaten 
Pemalang 
 
14 
 
PT. Cahaya Timur 
 
PKB merangkap PDKB 
 
Kabupaten 
Pemalang 
 
15 
 
PT. Kido Mulia Indonesia 
 
PKB merangkap PDKB 
 
Kabupaten Brebes 
Sumber : Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean 
C Tegal. 
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Pengguna Jasa / Stake Holder Bea Cukai Tegal 
 
(Kawasan Pabean, Tempat Penimbunan Sementara dan Kite IKM, PPJK) 
 
 
 
 
NO 
 
NAMA PERUSAHAAN 
 
STATUS 
 
LOKASI 
 
1 
 
PT Bhimasena Power Indonesia 
 
Kawasan Pabean 
 
Kabupaten Batang 
 
2 
 
PT Bhimasena Power Indonesia 
 
TPS 
 
Kabupaten Batang 
Sumber : Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean 
C Tegal. 
 
 
 
 
NO 
 
NAMA PERUSAHAAN 
 
HASIL 
PRODUKSI 
 
JENIS 
KEGIATAN 
 
LOKASI 
 
1 
PT. Raveena BatikGarmenindo 
 
Sarung Batik 
 
KITE IKM 
Kota Pekalongan 
Sumber : Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean 
C Tegal. 
 
 
 
 
NO 
 
NAMA PERUSAHAAN 
 
JENIS 
KEGIATAN 
 
LOKASI 
 
1 
 
PT. Sankyu Indonesia International 
 
PPJK 
 
Kota Semarang 
Sumber : Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean 
C Tegal. 
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Pengguna Jasa / Stake Holder Bea Cukai Tegal 
(Pengusaha Barang Kena Cukai) 
 
 
NO JENIS KEGIATAN NAM
A 
NPPBKC LOKASI 
 
 
1 
 
Pengusaha Pabrik Hasil 
Tembakau 
1. PT.HM.Sampoerna.Tbk 
2. PT.HM.Sampoerna 
3. PT.HM.Sampoerna 
4. PT.Gudang Garam 
0610.1.3.0234 
0602.1.3.0234 
0602.1.3.0234 
0610.1.3.5007 
Kabupaten Tegal 
Kabupaten Batang 
Kota Pekalongan 
Kabupaten Brebes 
 
2 
Tempat Penyimpanan EA 
 
1. CV. Budiarta 
 
0610.3.1.1002 
 
Kabupaten Tegal 
 
3 
Tempat Penjualan 
Eceran EA 
 
1. CV. Budiarta 
 
0610.4.1..001 
 
Kabupaten Tegal 
 
4 
Tempat Penyimpanan EA 
 
1. CV. Budiarta 
 
0610.3.1.1002 
 
Kabupaten Tegal 
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Distributor / Penyalur 
MMEA 
 
1. PT. Perintis Karya 
Sentosa 
2. CV.Sumber Pelita 
Mataram 
3. CV.Sinar Perkasa 
4. PT. Ayo Maju Bersama 
5. PT. Ayo Maju Bersama 
6. CV. Tiga Srikandi 
7. Toko Arman 
8. Lo Sam Tjong 
9. Toko Kombinasi 
10. Toko Cempaka 
11. Toko Depot Es Baru 
12. Toko Surti 
13. Toko Ratu Wangi 
14. UD.Punya 
15. Toko Candra 
 
 
0610.5.2.1004 
0610.5.2.1005 
0610.5.2.1001 
0610.5.2.1007 
0610.5.2.1012 
0610.5.2.1009 
0610.5.2.1008 
0610.5.2.1006 
0610.5.2.1010 
0610.5.2.1011 
0602.5.2.1001 
0610.5.2.1013 
0610.4.1.1002 
0610.5.2.1011 
0610.5.2.1012 
Kabupaten Tegal 
Kabupaten Tegal 
Kabupaten Tegal 
Kota Tegal 
Kota Tegal 
Kota Tegal 
Kota Tegal 
Kabupaten Tegal 
Kabupaten Tegal 
Kabupaten 
Pemalang 
Kabupaten 
Pekalongan 
Kabupaten 
Pekalongan 
Kota Pekalongan 
Kabupaten Batang 
Kabupaten Batang 
6 Tempat Penjualan 
Eceran MMEA 
1. Karlita International 
Hotel 
2. Hotel Bahari inn 
0610.4.2.1001 
0610.4.2.1002 
Kota Tegal Kota 
Tegal 
Sumber : Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean 
C Tegal. 
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B. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kantor Pengawasan dan 
Pelayanan Bea dan Cukai TMP C Tegal 
Berdasarkan Peraturan Menteri nomor188/PMK.01/2016 Tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Bea dan Cukai di 
uraikan dibawah ini. 
1. Kedudukan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP C 
Kantor Pengawasan  dan Pelayanan  Bea  dan  Cukai  yang selanjutnya 
dalam Peraturan Menteri Nomor 188/PMK.01/2016 Tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Bea dan Cukai disebut Kantor 
Pengawasan dan Pelayanan merupakan Instansi Vertikal yang betada di 
bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah. 
Kantor Pengawasan dan Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Kantor 
Pengawasan dan Pelayanan. 
2. Tugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP C 
 
Kantor Pengawasan dan Pelayanan mempunyai tugas pengawasan dan 
pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenang 
Kantor Pengawasan dan Pelayanan yang bersangkutan berdasarkan 
peraturan perundang-undangan. 
3. Fungsi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP C 
 
a. pelayanan teknis di bidang kepabeanan dan cukai; 
 
b. pelaksanaan pemberian perijinan dan fasilitas di bidang kepabeanan 
dan cukai; 
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c. pelaksanaan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, cukai, 
dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal 
Bea dan Cukai; 
d. pelaksanaan intelijen, patroli, penindakan, dan penyidikan di bidang 
kepabeanan dan cukai; 
e. penenmaan, peny1mpanan, pemeliharaan dan pendistribusian 
dokumen kepabeanan dan cukai; 
f. pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi dan laporan 
kepabeanan dan cukai; 
g. pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi, dan 
senjata api; 
h. pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kerja; 
 
i. pelaksanaan administrasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan. 
 
 
4. Tata Kerja Kantor Pengawasan dan Pelayan Bea dan Cukai TMP C 
 
Dalam melaksanakan tugas , setiap pimpman satuan organisasi instansi 
vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus menerapkan prinsip 
koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing - masing 
maupun antar satuan organisasi di lingkungan instansi vertikal Direktorat 
Jenderal Bea dan Cukai serta dengan instansi lain di luar instansi vertikal 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sesuai dengan tugas masing - masing . 
Setiap pimpinan satuan organisasi harus melaksanakan pengawasan 
melekat/ mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing - masing dan 
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apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah - langkah yang 
diperlukan sesuai dengan peraturan perundang - undangan. 
Setiap pimpinan satuan organisasi instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea 
dan Cukai, bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan 
bawahannya masing - masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk 
bagi pelaksanaan tugas bawahan . 
Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk 
dan bertanggung jawab kepada atasannya masing – masing dan 
menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. 
Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan  wajib 
pula disampaikan kepada pimpinan satuan unit organisasi lain yang secara 
fungsional mempunyai hubungan kerja . 
Setiap laporan yang diterima pimpinan satuan organisasi dari 
bawahan harus diolah dan dapat dipergunakan sebagai bahan untuk 
menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan. 
Para Kepala Bidang/Bagian pada Kepala Kantor Pengawasan dan 
Pelayanan menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Wilayah atau 
Kepala Kantor Pelayanan Utama . 
Para Kepala Seksi pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan 
menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan. 
Kepala Subbagian Umum menampung serta menyusun laporan berkala 
Kantor Pengawasan dan Pelayanan 
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C. Struktur Organisasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai 
TMP C Tegal 
Untuk memudahkan dalam pelayanan kerja memerlukan struktur 
organisasi. Hal ini agar pimpinan tidak melaksanakan semua tugas sendiri, 
karna bagaimanapun pimpinan hanyalah orang biasa yang juga mempunyai 
kemampuan terbatas. 
Struktur organisasi dalam Direktorat Bea dan Cukai telah diatur dalam 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016.Dalam melaksanakan 
tugasnya, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP C Tegal 
meliputi bagian : 
1. Subbagian Umum 
 
2. Seksi Penindakan dan Penyidikan 
 
3. Seksi Perbendaharaan 
 
4. Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis 
 
5. Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan ; dan 
 
6. Kelompok Jabatan Fungsional 
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GAMBAR I 
 
STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PENGAWASAN DAN 
PELAYANAN BEA DAN CUKAI TMP C TEGAL 
 
 
Sumber : Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya 
Pabean C Tegal. 
 
 
D. Tugas dan Fungsi Masing-Masing Seksi pada Kantor Pengawasan dan 
Pelayanan TMP C Tegal 
Berdasarlan Peraturan Menteri Nomor 188/PMK.01/2016 tugas fungsi 
masing-masing bagian yang ada dalam Kantor Pengawasan dan Pelayanan 
Bea dan Cukai TMP C Tegal antara lain : 
1. Kepala Kantor 
 
2. Subbagian Umum 
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Subbagian Umum mempunyai tugas urusan tata usaha, administrasi 
kepegawaian dan pengembangan pegawai, memfasilitasi dan melakukan 
pembinaan administratif bagi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan 
Cukai, dan jabatan fungsional lain sesuai dengan ruang lingkup tugas 
jabatan fungsional yang bersangkutan, dan melakukan urusan keuangan 
dan rumah tangga Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe 
Madya Pabean C yang bersangkutan. 
Dalam melaksanakan tugasnya Subbagian Umum menyelenggarakan 
fungsi : 
a. Pelaksanaan urusan tata usaha, serta administrasi kepegawaian dan 
pengembangan kepegawaian. 
b. Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan administratif bagi Jabatan 
Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai, dan jabatan fungsional lain 
sesuai dengan ruang lingkup tugas jabatan fungsional yang 
bersangkutan dan 
c. pelaksanaan urusan keuangan, anggaran, kesejahteraan pegawai, serta 
rumah tangga dan perlengkapan. 
Subbagian Umum terdiri atas : 
 
1 .Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian. 
 
Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan 
urusan tata usaha , administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai, 
serta memfasilitasi dan melakukan pembinaan administratif bagi Jabatan 
20 
 
 
 
Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dan jabatan fungsional lain sesuai 
dengan ruanglingkup tugas jabatan fungsional yang bersangkutan. 
2. Urusan Keuangan ; 
 
Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan dan 
anggaran 
3. Urusan Rumah Tangga . 
 
Urusan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan rumah 
tangga, perlengkapan, dan kesejahteraan pegawai. 
 
 
3. Seksi Penindakan dan Penyidikan 
 
Seksi Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan 
intelijen, patroli, dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran 
peraturan perundang – undangan dibidang kepabeanan dan cukai, 
melaksanakan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, 
dan melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi , sarana 
komunikasi, dan senjata api. 
Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Penindakan dan Penyidikan 
menyelenggarakan fungsi : 
a. pengumpulan, pengolahan, penyajian, serta penyampaian informasi 
dan hasil intelijen di bidang kepabeanan dan cukai ; 
b. pengelolaan pangkalan data intelijen di bidang kepabeanan dan cukai 
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c. pelaksanaan patrol dan operasi pencegahan dan penindakan 
pelanggaran peraturan perundang - undangan di bidang kepabeanan 
dan cukai, 
d. penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, 
pemeriksaan sarana pengangkut, 
e. pemeriksaan sarana pengangkut, 
 
f. pengawasan pembongkaran barang, 
 
g. penghitungan bea masuk, cukai, pajak dalam rangka impor, dan denda 
administrasi terhadap kekurangan / kelebihan bongkar, serta denda 
administrasi atas pelanggaran lain sesuai peraturan perundang – 
undangan, 
h. penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan dan barang 
bukti, 
i. pengumpulan data pelanggaran peraturan perundang - undangan 
kepabeanan dan cukai, 
j. pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan di bidang 
kepabeanan dan cukai, dan 
k. pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana 
komunikasi, dan senjata api Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea 
dan Cukai Tipe Madya Pabean C . 
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Seksi Penindakan dan Penyidikan terdiri atas : 
 
a. Subseksi Intelijen ; 
 
Subseksi Intelijen mempunyai tugas pengumpulan, pengolahan, 
penyajian, dan penyampaian informasi dan hasil intelijen, melakukan 
analisis laporan pemeriksaan sarana pengangkut, laporan 
pembongkaran dan penimbunan barang, dan laporan pengawasan lain 
serta melakukan pengelolaan pangkalan data intelijen. 
b. Subseksi Penindakan dan Sarana Operasi 
 
Subseksi Penindakan dan Sarana Operasi tugas melakukan pelayanan 
pemeriksaan sarana pengangkut, patroli dan operasi pencegahan dan 
penindakan pelanggaran peraturan perundang - undangan di bidang 
kepabeanan dan cukai serta pengawasan pembongkaran barang, dan 
melakukan pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana 
komunikasi, dan senjata api Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea 
dan Cukai Tipe Madya Pabean C . 
c. Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan 
 
Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan mempunyai tugas 
melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, 
penghitungan bea masuk, pajak dalam rangka impor dan denda 
administrasi terhadap kekurangan atau kelebihan bongkar dan denda 
administrasi atas pelanggaran lain sesuai peraturan perundang- 
undangan, melakukan pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan 
penyidikan   tindak   pidana   dibidang   kepabeanan   dan   cukai,  dan 
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melakukan pengumpulan data pelanggaran peraturan perundang- 
undangan, serta melakukan penatausahaan dan pengurusan barang 
hasil penindakan dan barang bukti 
4. Seksi Perbendaharaan 
 
Seksi Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan pemungutan dan 
pengadministrasian bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara 
yang sesuai peraturan perundang-undangan dipungut oleh Direktorat 
Jenderal Bea dan Cukai, dan melakukan pelayanan kepabeanan atas sarana 
pengangkut dan pemberitahuan pengangkutan barang. 
Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Perbendaharaan 
menyelenggarakan fungsi : 
a. pengadministrasian penenmaan bea masuk, bea keluar, cukai, denda 
administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, dan pungutan 
negara yang sesuai peraturan perundang-undangan dipungut oleh 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 
b. pengadministrasian Jamman serta pemrosesan penyelesaian Jamman 
penangguhan bea masuk, jaminan Pengusaha Pengurusan Jasa 
Kepabeanan (PPJK), jaminan dalam rangka keberatan dan banding 
serta jaminan lain sesuai peraturan perundang-undangan, 
c. penerimaan, penatausahaan, penyampainan, pengurusan permintaan 
dan pengembalian pita cukai, 
d. penagihan dan pegadministrasian pengembalian bea masuk, bea 
keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan 
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pabean, pungutan negara yang sesuai peraturan perundang-undangan 
dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta 
pengadministrasian dan penyelesaian premi, 
e. Penerbitan dan pengadministrasian surat teguran atas kekurangan 
pembayaran bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, 
sewa tempat penimbunan pabean, dan pungutan negara yang sesuai 
peraturan perundang-undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea 
dan Cukai yang telah jatuh tempo, 
f. Penerbitan dan pengadministrasian surat paksa dan penyitaan, serta 
administrasi pelelangan, 
g. Pengadministrasian dan penyelesaian surat keterangan impor 
kendaraan bermotor, 
h. Penyajian laporan realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, 
dan pungutan negara yang sesuai peraturan perundang-undangan 
dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 
i. Penerimaan dan penatausahaan rencana kedatangan sarana 
pengangkut dan jadwal kedatangan sarana pengangkut, 
j. Pelaksanaan penerimaan, pendistribusian, penelitian, dan penyelesaian 
manifest kedatangan dan keberangkatan sarana pengangkut serta 
pelayanan pemberitahuan pengangkutan barang, 
k. Penghitungan denda administrasi terhadap keterlambatan penyerahan 
dokumen sarana pengangkut. 
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Seksi Perbendaharaan terdiri atas : 
 
a. Subseksi Administrasi Manifes, Penerimaan, dan Jaminan 
 
Subseksi Administrasi Manifes, Penerimaan, dan Jaminan mempunyai 
tugas melakukan pelayanan penenmaan, penelitian, penatausahaan dan 
pendistribusian rencana kedatangan sarana pengangkut, jadwal kedatangan 
sarana pengangkut dan manifes, penyelesaian manifes kedatangan dan 
keberangkatan sarana pengangkut, melakukan pelayanan penerimaan, 
penelitian, penatausahaan, pendistribusian, dan penyelesaian dokumen 
pemberitahuan pengangkutan barang, melakukan penghitungan keterlambatan 
denda administrasi penyerahan dokumen terhadap sarana pengangkut, 
melakukan pengadministrasian penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, 
denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, dan pungutan 
negara yang sesuai peraturan perundang-undangan dipungut oleh Direktorat 
Jenderal Bea dan Cukai, melakukan penenmaan, penatausahaan, 
penyimpanan, dan pengurusan permintaan pita cukai, melakukan 
pengadministrasian dan penyelesaian surat keterangan impor kendaraan 
bermotor, dan menyajikan laporan realisasi penenmaan bea masuk, bea 
keluar, cukai, dan pungutan negara yang sesuai peraturan perundang- 
undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta 
memberikan pelayanan fasilitas pembebasan, penangguhan bea masuk, 
penundaan pembayaran cukai, pengadministrasian jaminan dan pemrosesan 
Jaminan penangguhan bea masuk, jaminan Pengusaha Pengurusan Jasa 
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Kepabeanan (PPJK), jaminan dalam rangka keberatan dan banding serta 
jaminan lain sesuai peraturan peundang-undangan 
a. Subseksi Administrasi Penagihan dan Pengembalian . 
 
Subseksi Administrasi Penagihan dan Pengembalian mempunyai tugas 
melakukan penagihan kekurangan pembayaran bea masuk, bea keluar, 
cukai, denda administrasi, bunga, sewa Tempat Penimbunan Pabean 
dan pungutan negara yang sesuai peraturan perundang-undangan 
dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, melakukan 
penerbitan dan pengadministrasian surat teguran, surat paksa, 
penyitaan dan pengadministrasian proses pelelangan, dan melakukan 
pengadministrasian dan penyelesaian premi, serta melakukan 
pengadministrasian pengembalian bea masuk, bea keluar, cukai, denda 
administrasi , bunga , sewa Tempat Penimbunan Pabean , pita cukai , 
dan pungutan negara yang sesuai peraturan perundang-undangan 
dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 
 
 
5. Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis 
 
Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Tenis 
mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis dan fasilitas serta dukungan 
teknis di bidang kepabeanan dan cukai, melakukan pengoperasian 
komputer dan sarana penunjang, melakukan pengelolaan dan penyimpanan 
data dan berkas (file), melakukan pelayanan dukungan teknis komunikasi 
data, pertukaran data elektronik, pengolahan data kepabeanan dan cukai, 
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melakukan penerimaan, penelitian kelengkapan dan pendistribusian 
dokumen kepabeanan dan cukai, serta menyajikan data kepabeanan dan 
cukai. 
Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pelayanan Kepabeanan dan 
Cukai dan Dukungan Teknis menyelenggarakan fungsi : 
a. pelayanan fasilitas dan kepabeanan dan cukai. 
 
b. penelitian pemberitahuan dokumen cukai, penjaminan dibidang  
ekspor 
c. pemeriksaan dan pencacahan barang, pemeriksaan badan dan 
pengoperasian sarana deteksi. 
d. penelitian pemberitahuan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea 
keluar, nilai pabean dan fasilitas impor serta penelitian kebenaran 
penghitungan bea masuk, bea keluar, cukai, pajak dalam rangka impor 
dan pungutan negara lain yang sesuai peraturan perundang-undangan 
dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 
e. penetapan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar dan nilai 
pabean, 
f. pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dari kawasan 
pabean, 
g. pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang di Tempat 
Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean. 
h. pelayanan dan pengawasan pemasukan, penimbunan dan pemuatan 
barang ekspor ke sarana pengangkut. 
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i. pelaksanaan urusan pembukuan dokumen cukai, 
 
j. pelaksanaan urusan pemusnahan dan penukaran pita cukai, 
 
k. pemeriksaan Pengusaha Barang Kena Cukai, buku daftar dan 
dokumen yang berhubungan dengan barang kena cukai, 
l. pelaksanaan pengawasan dan pemantauan produksi, harga dan kadar 
barang kena cukai, 
m. pengelolaan tempat penimbunan pabean, 
 
n. penatausahaan penimbunan, pemasukan dan pengeluaran barang di 
Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean, 
o. pelaksanaan urusan penyelesaian barang yang dinyatakan tidak 
dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik 
Negara, 
p. penyiapan pelelangan atas barang yang dinyatakan tidak dikuasai, 
barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik Negara 
q. pelaksanaan urusan pemusnahan barang yang dinyatakan tidak 
dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik 
negara dan atau busuk, 
r. pengoperasian komputer dan sarana penunjangnya, pengelolaan dan 
penyimpanan data dan berkas (file), 
s. pelayanan dukungan teknis komunikasi data, pertukaran data 
elektronik, pengolahan data kepabeanan dan cukai, serta penyajian 
data kepabeanan dan cukai 
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t. melakukan penerimaan, penelitian kelengkapan dan pendistribusian 
dokumen kepabeanan dan cukai. 
Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai .dan Dukungan Teknis terdiri 
atas : 
a. Subseksi Hanggar Pabean dan Cukai ; 
 
Subseksi Hanggar Pabean dan Cukai mempunyai tugas melakukan 
penerimaan dan penatausahaan rencana kedatangan sarana pengangkut 
dan jadwal kedatangan sarana pengangkut, penenmaan, 
pendistribusian, penelitian, dan penyelesaian manifes kedatangan dan 
keberangkatan sarana pengangkut, pelayanan pemberitahuan 
pengangkutan barang serta penghitungan denda administrasi terhadap 
keterlambatan pengangkut, penyerahan dokumen sarana melakukan 
pelayanan fasilitas dan perijinan di bidang kepabeanan, melakukan 
penelitian pemberitahuan impor dan ekspor, melakukan pemeriksaan 
dan pencacahan barang, melakukan pemeriksaan badan dan 
pengoperasian sarana deteksi, melakukan penelitian pemberitahuan 
klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar, nilai pabean dan 
fasilitas impor serta penelitian kebenaran penghitungan bea masuk, 
bea keluar, cukai, dan pajak dalam rangka impor serta pungutan 
negara yang sesuai peraturan perundang-undangan dipungut oleh 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, melakukan penetapan klasifikasi 
barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar dan nilai pabean, melakukan 
pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dari kawasan 
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pabean, melakukan pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang 
di Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean, 
melakukan pelayanan dan pengawasan pemasukan, penimbunan dan 
pemuatan barang ekspor ke sarana pengangkut, melakukan 
pengelolaan Tempat Penimbunan Pabean, melakukan penatausahaan 
penimbunan, pemasukan dan pengeluaran barang di Tempat 
Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean, melakukan 
urusan penyelesaian barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang 
yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara, 
melakukan penyiapan proses pelelangan atas barang yang dinyatakan 
tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi 
milik negara, melakukan pemusnahan barang yang dinyatakan tidak 
dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik 
negara dan atau busuk, memberikan fasilitas dan perijinan di bidang 
cukai, melakukan penatausahaan dan penelitian pemberitahuan 
dokumen cukai dan Pengusaha Barang Kena Cukai, penelitian 
kebenaran penghitungan cukai dan pungutan negara yang sesuai 
peraturan perundang-undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea 
dan Cukai, melakukan pembukuan dokumen cukai, melakukan 
pemusnahan dan penukaran pita cukai, dan melakukan pemeriksaan 
Pengusaha Barang Kena Cukai, buku daftar dan dokumen yang 
berhubungan dengan barang kena cukai, serta melakukan pengawasan 
dan pemantauan produksi, harga dan kadar barang kena cukai, serta 
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melakukan penenmaan, penelitian kelengkapan dan pendistribusian 
dokumen kepabeanan dan cukai. 
b. Subseksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen. 
 
Subseksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen melakukan 
tugas pengoperasian komputer dan sarana penunjang, melakukan 
pengelolaan dan penyimpanan data dan berkas (file), melakukan 
pelayanan dukungan teknis komunikasi data, pertukaran data 
elektronik, pengolahan data kepabeanan dan cukai, menyajikan data 
kepabeanan dan cukai, serta melakukan penerimaan, penelitian 
kelengkapan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai. 
6. Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan. 
 
Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan mempunyai tugas 
melakukan pengawasan pelaksanaan tugas , pemantauan pengendalian 
intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja, 
investigasi internal, upaya pencegahan pelanggaran dan penegakan 
kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil 
pengawasan, melakukan perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis, 
serta penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas di lingkungan 
kantor pengawasan dan memberikan pelayanan serta bimbingan 
kepatuhan, konsultasi, dan layanan informasi di bidang kepabeanan dan 
cukai. 
Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Kepatuhan Internal dan 
Penyuluhan menyelenggarakan fungsi : 
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a. pengawasan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kepabeanan dan 
cukai ; 
b. pengawasan pelaksanaan tugas di bidang administrasi ; 
 
c. pengawasan pelaksanaan tugas intelijen, penindakan, dan penyidikan 
di bidang kepabeanan dan cukai ; 
d. pelaksanaan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, 
pengelolaan kinerja, analisis beban kerja, investigasi internal, dan 
upaya pencegahan pelanggaran dan penegakan kepatuhan terhadap 
kode etik dan disiplin di lingkungan Kantor Pengawasan dan 
Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C ; 
e. pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dan 
perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan Kantor 
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C ; 
f. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas di 
lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe 
Madya Pabean C 
g. penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan di bidang 
kepabeanan dan cukai ; 
h. pelayanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai ; 
 
i. bimbingan kepatuhan pengguna Jasa di bidang kepabeanan dan cukai 
 
j. konsultasi di bidang kepabeanan dan cukai. 
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Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan terdiri atas : 
 
a. Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas ; dan 
 
b. Subseksi Penyuluhan dan Layanan Informasi . 
 
Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas mempunyai tugas melakukan 
pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan 
risiko, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja, investigasi internal, upaya 
pencegahan pelanggaran dan penegakan kepatuhan terhadap kode etik dan 
disiplin dan tindak lanjut hasil pengawasan, melakukan penyiapan bahan 
rekomendasi perbaikan proses bisnis di bidang pelayanan kepabeanan, cukai, 
dan administrasi, bidang intelijen, penindakan, penyidikan tindak pidana di 
bidang kepabeanan dan cukai, melakukan pelaporan dan pemantauan tindak 
lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan 
masyarakat, serta melakukan penyusunan rencana kerja dan laporan 
akuntabilitas. 
Sedangkan Subseksi Penyuluhan dan Layanan Informasi mempunyai 
tugas melakukan penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan di 
bidang kepabeanan dan cukai dan melakukan pelayanan informasi, bimbingan 
dan konsultasi kepatuhan pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai 
7. Kelompok Jabatan Fungsional 
 
Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai 
dengan jabatan fungsional masing - masing berdasarkan undangan .ketentuan 
peraturan perundang. Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga 
fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesua 1 dengan JenJang clan 
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bidang keahliannya. Masing - masing kelompok jabatan fungsional 
dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk oleh pimpinan 
unit organisasi. Jumlah tenaga fungsional ditentukan sesuai dengan kebutuhan 
dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang–undangan. 
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BAB III 
PEMBAHASAN 
 
 
3.1 Tinjauan Teori atas Penyelesaian Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor 
Pada Pekerjaan Subkontrak dari Kawasan Berikat ke TLDDP pada Kantor 
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP C Tegal. 
 
 
3.1.1 Pengertian Kepabeanan dan Dasar Hukum 
 
Menurut UU No.17 Tahun 2006 Pasal 1 Ayat 1 Tentang Kepabeanan, 
“Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas 
lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea 
masuk dan bea keluar”. 
 
 
3.1.2 Pengertian Daerah Pabean 
 
Menurut UU No.17 Tahun 2006 Pasal 1 Ayat 2 Tentang Kepabeanan, 
“Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, 
perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempattempat tertentu di Zona Ekonomi 
Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang ini”. 
 
 
3.1.3 Pengertian Kawasan Pabean 
 
Menurut UU No.17 Tahun 2006 Pasal 1 Ayat 2 Tentang Kepabeanan, 
“Kawasan pabean adalah kawasan dengan batasbatas tertentu di pelabuhan laut, 
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bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang 
sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai”. 
3.1.4 Pengertian Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP) 
 
Menurut PMK No. 240/PMK.03/2009 ”Tempat Lain Dalam Daerah 
Pabean (TLDDP) adalah daerah pabean selain kawasan bebas, tempat 
penimbunan berikat, dan kawasan ekonomi khusus”. 
3.1.5 Pengertian Fasilitas Kawasan Berikat 
 
Menurut PMK No 147/PMK.04/2011 Pasal 1 Ayat 4 Tentang Kawasan 
Berikat (KB), “Kawasan Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk 
menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam 
daerah pabean guna diolah atau digabungkan, yang hasilnya terutama untuk 
diekspor”. 
“Penyelenggara Kawasan Berikat adalah badan hukum yang melakukan 
kegiatan menyediakan dan mengelola kawasan untuk kegiatan pengusahaan 
Kawasan Berikat” PER-57/BC/2011 pasal 1 ayat 5 Tentang Kawasan  
Berikat. “Pengusaha Kawasan Berikat adalah badan hukum yang melakukan 
kegiatan pengusahaan Kawasan Berikat” PER-57/BC/2011 pasal 1 ayat 6. 
“Pengusaha di Kawasan Berikat merangkap Penyelenggara di Kawasan 
Berikat, yang selanjutnya disingkat PDKB, adalah badan hukum yang 
melakukan kegiatan pengusahaan Kawasan Berikat yang berada di dalam 
Kawasan Berikat milik Penyelenggara Kawasan Berikat yang statusnya 
sebagai badan hukum yang berbeda” PER-57/BC/2011 pasal 1 ayat 7. 
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Dalam Kawasan Berikat terdapat kegiatan pengolahan. Sesuai dengan PER- 
57/BC/2011 pasal 1 ayat 8 “Kegiatan Pengolahan adalah kegiatan: 
a. mengolah barang dan bahan dengan atau tanpa Bahan Penolong menjadi 
barang hasil produksi dengan nilai tambah yang lebih tinggi, termasuk 
perubahan sifat dan fungsinya; dan/atau 
b. budidaya flora dan fauna”. 
 
Selain itu dalam Kawasan Berikat juga terdapat kegiatan penggabungan. 
Sesuai dengan PER-57/BC/2011 pasal 1 ayat 9 “Kegiatan Penggabungan 
adalah menggabungkan barang Hasil Produksi Kawasan Berikat yang 
bersangkutan sebagai produk utama dengan barang jadi yang berasal dari 
impor, dari Kawasan Berikat lain, dan/atau dari tempat lain dalam daerah 
pabean”. 
Fasilitas Kawasan Berikat merupakan fasilitas yang "mewah" bagi perusahaan 
industri / manufaktur yang berorientasi ekspor karena mendapatkan fasilitas 
kepabeanan dan perpajakan sebagai berikut : 
1. Penangguhan Bea Masuk dan tidak dipungut PPN, PPnBM dan PPh Pasal 22: 
 
a. atas impor barang modal atau peralatan dan peralatan perkantoran yang 
semata -mata dipakai oleh PKB termasuk PKB merangkap PDKB; 
b.  atas impor barang modal atau peralatan pabrik yang berhubungan 
langsung dengan kegiatan produksi PDKB; 
c. atas impor barang dan atau bahan untuk diolah di PDKB. 
 
2. Tidak dipungut PPN dan PPnBM atas pemasukan Barang Kena Pajak (BKP) 
dari TLDDP untuk diolah lebih lanjut; 
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a. atas pengiriman barang hasil produksi PDKB ke PDKB lainnya untuk 
diolah lebih lanjut; 
b. atas pengeluaran barang dan atau bahan ke perusahaan industri di TLDDP 
atau PDKB lainnya dalam rangka sub kontrak; 
c.  atas penyerahan kembali BKP hasil pekerjaan sub kontrak oleh 
Pengusaha Kena Pajak (PKP) di TLDDP atau PDKB lainnya kepada 
PKP PDKB asal; 
d.  atas peminjaman mesin dan atau peralatan pabrik dalam rangka 
subkontrak. 
 
 
3.1.6 Pengertian Subkontrak 
 
Subkontrak adalah kerjasama satu perusahaan dengan perusahaan lain 
atau kegiatan penyerahan sebagian order ke perusahan lain dalam perjanjian 
kontrak dikarenakan adanya kendala teknis seperti masih terbatasnya 
kapasitas produksi perusahaan yang memberikan subkontrak sedangkan 
permintaan melebihi kapasitas produksi perusahaan yang bersangkutan. 
Sesuai dengan PER-57/BC/2011 pasal 76 ayat 1 Tentang Kawasan 
Berikat “Perusahaan di Kawasan Berikat berhak mensubkontrakkan 
sebagian kegiatan pengolahan yang bukan merupakan kegiatan utama dari 
proses produksinya kepada menerima subkontrak dari pengusaha Kawasan 
Berikat atau PDKB lain, atau perusahaan industri/badan usaha di tempat lain 
dalam daerah pabean”. 
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Dalam rangka pekerjaan subkontrak, Pengusaha Kawasan Berikat atau 
PDKB lainnya dan/atau badan usaha di tempat lain dalam daerah pabean yang 
menerima pekerjaan subkontrak dapat menambahkan barang untuk kepentingan 
pengerjaan subkontrak (PER-35/BC/2013 Pasal 76 ayat 1b tentang Kawasan 
Berikat). 
Penambahan barang pada saat pengerjaan subkontrak dilakukan dengan 
ketentuan sebagai berikut: 
a. Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB harus memberitahukan data 
jenis dan jumlah barang yang akan ditambahkan pada saat pengajuan 
permohonan persetujuan pekerjaan subkontrak. 
b. data jenis dan jumlah barang yang akan ditambahkan dicantumkan 
dalam perjanjian subkontrak dan 
c. data jenis dan jumlah barang yang ditambahkan pada hasil pekerjaan 
subkontrak diberitahukan dalam lampiran dokumen : 
i. pemberitahuan pemasukan kembali barang yang dikeluarkan dari 
Tempat Penimbunan Berikat dengan jaminan, atau 
ii. pemberitahuan pengeluaran barang untuk diangkut dari Tempat 
Penimbunan Berikat ke Tempat Penimbunan Berikat lainnya. 
 
 
Dengan berlakunya sistem self assesment, Perusahaan di Kawasan Berikat 
yang mengikat kontrak Perusahaan lain di TLDDP menghitung sendiri besarnya 
Bea Masuk, PPN, PPnBM dan PPh yang seharusnya dibayar sebagai dasar 
pembayaran jaminan ke Bank Devisa Persepsi yang ditunjuk Mentri Keuangan 
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dan melakukan pembayaran sesuai perhitungannya. PDKB cukup melampirkan 
bukti setor (Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak) yang telah di validasi Bank 
tempat bayar sebagai bukti bahwa jaminan telah diselesaikan pembayarannya. 
Agar permohonan perjanjian subkobtrak PDKB ke TLDDP dapat segera 
diselesaikan maka persyaratan berikut ini harus terpenuhi : 
1. Surat Permohonan persetujuan subkontrak kurang dari 60 (enam puluh) 
hari ke TLDDP, 
2. Surat Perjanjian Kontrak Kerja yang telah ditandatangani kedua belah 
pihak di atas materai, dan paling sedikit memuat ; 
a. uraian pekerjaan yang dilakukan; 
 
b. jangka waktu pekerjaan subkontrak; 
 
c. data konversi pemakaian barang dan/atau bahan, meliputi: 
 
1. data jumlah barang dan/atau bahan yang akan disubkontarkan; 
 
2. data jumlah barang hasil pekerjaan subkontrak, dan 
 
3. data jumlah barang/bahan sisa dan/atau potongan. 
 
3. Surat Penetapan sebagai PDKB dari menteri keuangan yang masih berlaku; 
 
4. Surat Ijin Usaha Perusahaan TLDDP dari Instansi terkait yang masih 
berlaku; 
5. Perhitungan Besarnya Bea Masuk, PPN, PPh, PPnBM yang harus dibayar 
sebagai dasar perhitungan jaminan; 
6. Konversi Bahan baku terhadap barang jadi; 
 
7. Flow Chart/Alur Produksi perusahaan; 
 
8. Dokumen – dokumen asal pemasukan barang; 
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Permohonan Subkontrak dari PDKB ke TLDDP pada umumnya hanya 
berlaku untuk kontrak yang masa berlakunya kurang dari 60hari, jika masa 
kontraknya mrlrbihi 60hari maka surat permohonan harus disertai alasan jelas 
dan diajukan ke kantor Pabean yang mengawasi Kawasan Berikat tersebut 
sesuai dengan PER-35/BC/2013 pasal 78 ayat 1 tentang Kawasan Berikat 
“Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB dapat mengajukan permohonan 
persetujuan subkontrak lebih dai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 78 ayat (1) dalam hal sifat dan karakteristik dari pekerjaan subkontrak 
memerlukan waktu lebih dar 60hari kepada Kepala Kantor Pelayanan Utama 
atau Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Kantor Pabeana yang 
mengawasi”. Barang hasil subkontrak harus dimasukkan kembali ke Kawasan 
Berikat termasuk barang/bahan sisa dan/atau potongan. 
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Tabel 3.1 
 
Dokumen – dokumen yang digunakan dalam prosedur permohonan 
Subkontrak ke TLDDP 
 
Nomor 
Jenis 
Dokumen 
 
Keterangan 
1. BC 2.3 Dokumen pemberitahuan pabean untuk pengeluaran barang 
impor dari Kawasan Pabean untuk ditimbun di Tempat 
Penimpunan Berikat (TPB) dalam bentuk data elektronik. 
2. BC 2.7 Dokumen pemasukan dan pengeluaran barang antar 
kawasan berikat. 
3. BC 4.0 Pemasukan barang dari lokal. 
4. BC 2.6.1 Pengeluaran barang dari Kawasan Berikat ke TLDDP 
dalam rangka Subkontrak. 
 5. BC 2.6.2 Pemasukan barang dari TLDDP ke Kawasan Berikat dalam 
rangka Subkontrak. 
Sumber : Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C 
(KPPBC TMP C) Tegal, 2020 
 
3.1.7 Pengertian Bea Masuk Pajak dan Pajak Dalam Rangka Impor 
 
Pengertian impor menurut UU No.17 Tahun 2006 Pasal 1 Ayat 13 Tentang 
Kepabeanan, “ Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah 
pabean. Sedangkan pengertian impor secara yuridis ialah pada saat barang 
memasuki daerah pebean dan menetapkan saat barang tersebut terutang bea 
masuk serta merupakan dasar yuridis bagi pejabat bea dan cukai untuk 
melakukan pengawasan. Menurut UU No.17 Tahun 2006 Pasal 1 Ayat 15 
Tentang Kepabeanan, “Bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan 
undangundang yang dikenakan terhadap barang yang memasuki daerah 
pabean”. Sebagai salah satu jenis pajak berdasar asas domisili, Bea masuk 
menggunakan sistem tarif advalorum yang besarnya diatur oleh Menteri 
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Keuangan dan dicantumkan dalam Harmonized System. Barang yang 
diimpor ke Indonesia wajib membayar bea masuk sebelum dikeluarkan dari 
kawasan pabean, kecuali dalam beberapa hal tertentu yang diatur dalam 
undang-undang. Perhitungan bea masuk : 
BM = NP X Tarif BM 
NP = CIF X Kurs 
Keterangan : 
 
BM besarnya bea masuk yang harus dibayar 
NP Nilai pabean untuk penghitungan bea masuk 
adalah nilai transaksi dari barang yang 
bersangkutan 
Harga CIF nilai pabean harga yang sebenarnya atau 
seharusnya dibayar dengan cara penyerahan 
barang yang telah dibayar semua biaya 
handling, asuransi, dan biaya sarana 
pengangkut 
Tarif tarif yang ditetapkan sesuai dengan klasifikasi 
barang yang terdapat dalam Buku Tarif 
Kepabeanan Indonesia 
Kurs adalah harga sebuah mata uang dari sutu 
negara yang diukur atau dinyatakan dalam 
mata uang lainnya 
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Menurut PMK No 147/PMK.04/2011 Tentang Kawasan Berikat Pasal 1 
Ayat 16, “Pajak Dalam Rangka Impor yang selanjutnya disingkat PDRI adalah 
Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), 
dan/atau Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor”. 
Perhitungan pajak dalam rangka impor sebagai berikut : 
 
 
 
PPN  = 10% X NI 
PPh Ps.22 = 2,5% X NI 
Non-API     = 7,5% X NI 
NI = NP + BM 
 
 
Keterangan: 
 
PPN : dipungut atas dasar bahwa setiap terjadi penyerahan barang 
atau jasa akan dikenakan PPN sebesar 10% 
PPh PS.22 : pajak penghasilan ini dipungut atas importasi barang dari 
Departemen Perdagangan 
NI : Nilai Impor 
45 
 
 
 
Contoh Perhitungan Bea Masuk dan Pajak Impor 
 
Misal Nilai impornya (nilai barang dan ongkos kirimnya) : Rp5.000.000, maka 
bea masuk dan pajak yang harus dibayarkan adalah : 
 Bea Masuk 7,5% = 7,5% x Rp5.000.000 = Rp375.000 
 PPN 10% = 10% x (Rp5.000.000 + Rp375.000) = Rp537.500 
 
 PPh Pasal 22 
 
Memiliki NPWP : 10% x (Rp5.000.000 + Rp375.000) = Rp537.500 
 
Tanpa NPWP : 20% x (Rp5.000.000 + Rp375.000) = Rp1.075.000 
 
Total Pajak yang harus dibayar: 
 
Memiliki NPWP : Rp375.000+ Rp537.500+ Rp537.500 = Rp1.450.000 
Tanpa NPWP : Rp375.000+ Rp537.500+ Rp1.075.000 = Rp1.987.500 
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3.2 Tinjauan Praktek Prosedur Permohonan Pengajuan Subkontrak dari 
Kawasan Berikat ke TLDDP pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea 
dan Cukai Tipe Madya Pabean C ( KPPBC TMP C) Tegal . 
3.2.1 Penerimaan Kelengkapan Berkas 
 
Satu hal yang sangat khas dari KPPBC TMP C Tegal ini adalah bahwa 
selain mengutamakan fungsi pelayanan juga mempunyai fungsi pengawasan 
yang pelaksanaannya harus dapat menjamin tugas pelayanan dapat berjalan 
dengan baik tanpa hambatan apapun. Penerimaan kelengkapan berkas 
merupakan prosedur awal dalam pengajuan permohonan subkontrak, hal 
tersebut menjadi bukti bahwa KPPBC TMP C Tegal mengutamakan fungsi 
pelayanan dan fungsi pengawasan, dengan cara memeriksa dan mencocokan 
kelengkapan berkas melalui lembar ceklist subkontrak. 
 
 
3.2.2 Prosedur Penerimaan Dokumen pada Prosedur Pengajuan Subkontrak 
dari Kawasan Berikat ke TLDDP pada KPPBC TMP C Tegal. 
1. Kebenaran pengisian data pada Surat Permohonan. 
 
2. Penelitian lampiran Surat Permohonan meliputi : 
 
a. Penelitian Kontrak Kerja antara Perusahaan Kawasan Berikat pemberi 
pekerjaan subkontrak dengan Perusahaan Penerima Pekerjaan 
Subkontrak. 
b. Penelitian Lembar Konversi, meneliti kewajaran jumlah pemakaian 
bahan baku. 
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c.  Penelitian Lembar Perhitungan jaminan, meneliti jaminan atas 
pungutan Bea Masuk dan PDRI atas barang yang disubkontrakkan 
dengan dokumen asal pemasukan barang. Untuk mempermudah 
pekerjaan maka digunakan bantuan Miscrosoft Excel 
3. Proses pembuatan surat persetujuan permohonan, setelah proses penelitian 
dan perhitungan rekapitulasi pungutan atau Bea Masuk dan PDRI selesai, 
maka pembuatan surat dilakukan dengan memasukkan semua data yaitu : 
a. Penerimaan Barang. 
 
b. Nama perusahaan penerima barang. 
 
c. NPWP perusahaan penerima barang. 
 
d. Nomor kontrak kerja dan tanggal kontrak kerja. 
 
e. Uraian pekerjaan. 
 
f. Data barang/bahan yang akan di kirim ke penerima subkontrak, meliputi 
uraian barang, kode barang, dan jumlah. 
g. Data barang hasil subkontrak, meliputi : uraian barang, kode barang, 
dan jumlah. 
h. Data bahan sisa/potongan, meliputi : uraian barang, kode barang dan 
jumlah. 
i. ketentuan – ketentuan tentang pelaksanaan pekerjaan subkontrak, besar 
jaminan dan jangka waktu pelaksanaan subkontrak. 
j. ketentuan – ketentuan tentang penyelesaian pekerjaan subkontrak. 
 
k. ketentuan – ketentuan mengenai pelanggaran pekerjaan subkontrak. 
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4. Surat persetujuan permohonan yang sudah selesai di setjui oleh kasubsi pabean, 
kemudian diteliti oleh kepala seksi PKC II, dan disetujui oleh kepala kantor, 
surat persetujuan permohonan subkontrak terbit. 
 
 
3.3 Tinjauan prosedur penerimaan jaminan dalam rangka subkontrak ke 
TLDDP pada KPPBC TMP C Tegal. 
1. Jaminan adalah garansi pembayaran pungutan negara dalam rangka kegiatan 
kepabeanan atau pemenuhan kewajiban yang disyaratkan dalam peraturan 
kepabeanan yang di serahkan kepada Kantor Pabean. 
Terjamin adalah pihak yang bertanggung jawab atas Pungutan Negara atau 
pihak yang dipersyaratkan untuk memenuhi kewajiban menyerahkan jaminan 
sesuai dengan peraturankepabeanan kepada Kantor Pabean. 
Penjamin adalah pihak yang menerbitkan garansi untuk melakukan 
pembayaran kepada Kantor Pabean apabila Terjamin cidera janji 
(wanprestasi). 
 
 
Jaminan yang digunakan pada KPPBC TMP C Tegal yaitu Customs 
Bond. Jaminan dalam bentuk Customs Bond merupakan Jamninan berupa 
sertifikat yang memberikan jaminan pembayaran kewajiban pungutan negara 
dalam rangka kegoatan kepabeanan atau pemenuhan kewajiban penyerahan 
jaminan yang disyaratkan dalam peraturan kepabeanan kepada obligee dalam 
hal principal gagal memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan peraturan 
perundang- undangan di bidang kepabeanan. 
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2. Pihak yang Terkait 
 
a. Pengguna Jasa 
 
Pengguna jasa yang dimaksud yaitu Perusahaan Kawasan Berikat 
 
b. Penjamin (surety) 
 
Perusahaan Asuransi yang menerbitkan garansi untuk melakukan 
pembayaran kepada Kantor Pabean apabila Terjamin cidera janji 
(wanprestasi). 
c. Seksi Perbendaharaan 
 
Seksi Perbendaharaan ialah pihak yang menerbitkan Bukti Pencairan 
Jaminan (BPJ) 
d. Seksi PKC ialah pihak yang menetapkan dan memungut jaminan. 
 
3. Dokumen yang Diperlukan 
 
a. Surat Persetujuaan Permohonan Subkontrak ke TLDDP 
 
Surat Persetujuan Permohonan Subkontrak ke TLDDP merupakan dasar 
pemungutan jaminan. Karena di dalam surat Persetujuan Permohonan 
Subkontrak tersebut telah memuat besarnya nominal yang wajib dijaminkan 
dalam rangka subkontrak. 
b. Bukti Penerimaan Jamnina (BPJ) 
 
Bukti Penerimaan Jaminan merupakan dokumen yang menunjukkan 
perusahaan kawasan berikat telah menyerahkan jaminan untuk melakukan 
pekerjaan subkontrak. 
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4. Mekanisme penerimaan Jamninan dalam Rangka Subkontrak pada Kawasan 
Berikat ke TLDDP pada KPPBC TMP C Tegal. 
1. Pengguna Jasa mengajukan permohonan mempertaruhkan Jaminan disertai 
dokumen pelengkap alasan mempertaruhkan. 
2.  Kepala Seksi Perbendaharaan menerima dan mendisposisikan kepada 
Kepala Subseksi Penerimaan dan Jaminan. 
3. Kepala Subseksi Penerimaan dan Jaminan menerima dan mendisposisikan 
kepada Pelaksana / Pemeriksa pada Subseksi Penerimaan dan Jaminan. 
4. Pelaksana pada Subseksi Penerimaan dan Jaminan menerima dan meneliti 
disposisi, surat permohonan dan dokumen pendukungnya, merujuk pada 
ketentuan / peraturan yang berlaku. 
5. Dalam hal memenuhi persyaratan atau dokumen lengkap, Pelaksana pada 
Kasubsi Penerimaan dan Jaminan menyiapkan untuk menerbitkan Tanda 
Terima Sementara Jaminan. Apabila tidak memenuhi syarat, membuat 
konsep surat penolakan/permintaan dokumen tambahan. 
6. Kepala Subseksi Penerimaan dan Jaminan meneliti dan memberikan paraf 
konsep surat penolakan/permintaan dokumen tambahan kemudian 
menyerahkannya kepada Kepala Seksi Perbendaharaan. 
7. Kepala Seksi Perbendaharaan meneliti dan menandatangani konsep surat 
penolakan/permintaan dokumen tambahan, kemudian memerintahkan 
Pelaksana pada Subseksi Penerimaan dan Jaminan untuk menyerahkan 
konsep surat penolakan/permintaan dokumen tambahan. Kepada Pengguna 
Jasa. 
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8. Pelaksana pada Subseksi Penerimaan dan Jaminan mengarsipkan surat dan 
menyerahkannya kepada Pengguna Jasa. 
9. Dalam hal pengguna jasa melengkapi kekurangan dokumen, pelaksana pada 
Subseksi Penerimaan dan Jaminan meneliti kembali dokumen permohonan. 
Dalam hal importir tidak melengkapi maka permohonan tidak dapat 
diproses lebih lanjut, 
10. Pelaksana pada Kasubsi Penerimaan dan Jaminan melakukan konfirmasi 
kepada pihak penjamin jaminan. Konfimrasi dapat dilakukan dengan dua 
cara yaitu : 
1. Secara Lisan dengan langsung menghubungi pihak Perusahaan Asuransi 
Penerbit Jaminan dan dituangkan dalam tanda terima sementara jaminan. 
2. Secara Tertulis dengan Surat Konfirmasi Jaminan. 
 
11. Pihak Penjamin memberikan jawaban terhadap konfirmasi tersebut : 
 
a. Dalam hal jaminan dinyatakan valid maka dilanjutkan dengan proses 
perekaman dan pencetakan Bukti Penerimaan Jaminan (BPJ). 
b.  Dalam hal Jaminan dinyatakan tidak valid maka dokumen akan 
dikembalian ke pemohon. 
12. Pelaksana / Pemeriksa pada Subseksi Penerimaan dan Jaminan : 
 
a. Merekam data penyerahan jaminan pada aplikasi impor, 
 
b. Mencetak Konsep BPJ 
 
13. Kepala Subseksi Penerimaan dan Jaminan meneliti dan memparaf konsep 
kemudian menyampaikan kepada Kepala Seksi Perbendaharaan. 
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14.  Kepala Seksi Perbendaharaan menerima, meneliti, dan menandatangani, 
kemudian mengembalikan kepada Kepala Subseksi Penerimaan dan 
Pengembalian untuk mengadministrasikan Jaminan dan mendistribusikan 
BPJ. 
15. Kepala Subseksi Penerimaan dan Jaminan menerima BPJ yang telah 
ditandatangani dan menyerahkan pada pelaksana. 
16. Pelaksana pada subseksi Penerimaan dan Jaminan menerima BPJ yang 
telah ditandatangani dari Kasubsi Penerimaan dan Jaminan untuk di 
administrasikan dan di distribusikan. 
17. Pengguna jasa menerima BPJ. 
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3.4 Tinjauan atas penyelesaian Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor 
pada pekerjaan subkontrak dari kawasan berikat ke TLDDP pada KPPBC 
TMP C Tegal 
Pekerjaan subkontrak melibatkan barang-barang yang masih terhutang Bea 
Masuk (BM) dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI), maka dalam kegiatan 
subkontrak perusahaan wajib menjaminkan sebesar BM dan PDRI terhadap 
barang yang disubkontrakkan. Penyelesaian BM dan PDRI pada pekerjaan 
subkontrak dari kawasan berikat ke TLDDP pada KPPBC TMP C Tegal yaitu 
dengan menghitung besarnya nilai BM dan PDRI sesuai dengan dokumen 
pemasukannya. Dokumen pemasukan yang dimaksud bisa berupa dokumen BC 
2.3, BC 2.7, dan BC 4.0 
Pada pekerjaan subkontrak terdapat fasilitas berupa penangguhan BM dan 
tidak di pungut PDRI. Sehingga besar BM dan PDRI yang telah dijaminkan dapat 
dicairkan apabila pekerjaan subkontrak telah selesai dan semua barang yang 
disubkontrakkan telah kembali ke perusahaan asal. Namun apabila pekerjaan 
subkontrak telah selesai dan barang yang disubkontrakkan tidak kembali ke 
perusahaan asal sesuai dengan jumlah, maka perusahaan tersebut harus membayar 
BM dan PDRI sebesar barang yang tidak kembali ke perusahaan asal. 
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BAB IV 
PENUTUP 
 
 
 
 
4.1 Ringkasan 
 
Tinjauan atas Penyelesaian Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor 
pada Pekerjaan Subkontrak dari Kawasan Berikat ke TLDDP pada KPPBC 
TMC Tegal secara garis besar dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Dalam pekerjaan subkontrak dikenakan Bea Masuk dan PDRI. Bea 
masuk adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang yang 
dikenakan terhadap barang yang memasuki daerah pabean. Pajak Dalam 
Rangka Impor meliputi PPN, PPh Pasal 22 dan PPnBM. 
2. Dalam pekerjaan subkontrak pada kawasan berikat terdapat fasilitas 
yaitu berupa penangguhan Bea Masuk dan tidak dipungut PDRI (PPN, 
PPnBM, dan PPh Pasal 22). 
3. Terdapat penangguhan Bea Masuk dan tidak dipungut Pajak Dalam 
Rangka Impor pada pekerjaan subkontrak, namun untuk menjamin hak – 
hak negara atas barang yang telah mendapatkan fasilitas penangguhan 
Bea Masuk dan PDRI maka perusahaan wajib membayarkan Bea Masuk 
dan PDRI dalam betuk jaminan berupa custom bond yang dapat  
dicairkan setelah pekerjaan subkontrak selesai. Apabila terjamin cidera 
janji (wanprestasi) maka penjamin wajib menerbitkan garansi untuk 
melakukan pembayaran kepada Kantor Pabean. 
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4.2 Kesimpulan 
 
Penyelesaian Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor pada 
Pekerjaan Subkontrak dari Kawasan Berikat ke TLDDP pada Kantor 
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tegal 
mendapat fasilitas berupa penangguhan Bea Masuk dan tidak dipungut 
Pajak Dalam Rangka Impor, namun perusahaan wajib menjaminkan Bea 
Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor tersebut dalam bentuk customs 
bond dan dapat dicairkan setelah pekerjaan subkontrak selesai. Apabila 
terjamin cidera janji (wanprestasi) maka pejamin wajib menerbitkan 
garansi untuk melakukan pembayaran kepada Kantor Pabean. 
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LAMPIRAN 
 
 
1. Formulir Bukti Penerimaan Jamninan 
 
 
Kementrian Keuangan RI 
Direktorat Jendral Bea dan Cukai 
Nama Kantor : KPPBC TMP C 
TEGAL 
Kode Kantor :061000 
 
BUKTI PENERIMAAN JAMINAN 
(BPJ) 
 
 
Nomor:BPJ66/WBC.09/KPP.MC.0204/BPJ/2019 
 
Lembar ke-1 : Pihak yangmenyerahkan 
jaminan 
Lembar ke-2 : Untuk Pengeluaran 
Barang 
Lembar ke-3 : Bendahara Penerimaan 
Jenis Identitas : □ NPWP □ KTP □ PASSPOR 
Nomor Identitas  : 
Nama : 
Alamat : 
Bentuk Jaminan :  □ Jaminan Bank □ Customs Bond □ Jaminan Tunai 
Nomor : 
Tanggal : 
Penjamin : 
Jumlah Jaminan : 
Dengan Huruf : 
 
Dokumen Dasar : 
Penyerahan Jaminan : 
Nomor Pengajuan : 
Catatan Bendahara Penerimaan : Tegal, ... .... ....... 
 Pejabat Bea dan Cukai / Bendahara 
 Penerimaan 
Yang menyerahkan Jaminan  
  
 
.................................................. 
(.................................................) NIP : 
Sumber : Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP C Tegal, 2019 
60 
 
 
 
2. BC 2.6.1 
Pemberitahuan Pengeluaran Barang Dari Tempat Penimbun Berikat Dengan 
Jamunan 
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3. BC 2.6.2 
Pemberitahuan Pemasukan Kembali Barang Yang Dikeluarkan dari Tempat 
Penimbunan Berikat Dengan Jaminan 
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4. BC 2.7 
Pemberitahuan Pengeluaran Barang Untuk Diangkut Dari Tempat Penimbunan 
Berikat Ke Tempat Penimbunan Berikat Lainnya 
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